
DAFTAR PUST AKA 

Buku 

Suherman, Ade Maman. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Cet. Kedua. 
Bogor: Ghalia Indonesia, 2005 

Christhophorus, Barutu. Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengaman 
(safeguard) Dalam GATT dan WTO. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2007 

Suparman, Eman. Perjanjian Internasional Sebagai Model Hukum Bagi 
Pengaturan Masyarakat Global (Menuju Konvensi Asean Sebagai Upaya 
Harmonisasi Hukum). Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Maret 
2000 

Bain, Gofar. Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, Jakarta, 
Djambatan, 200 l 

Hatta, 2006. Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek­
Aspek Hukum dan Non Hukum .. Bandung : Refika Aditarna 

Huala, Adolf dan A. Chandrawulan. Masalah - Masalah Hukum Dalam 
Perdagangan Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994 

Huala, Adolf. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2005 

Wyasa, Putra Ida Bagus. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam 
Transaksi Bisnis Internasional. Bandung : Refika Aditama.l998. 

Irawan dan M. Suparmoko. Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: BPFE 
Y ogyakarta, 1997. 

Soekanto, S. dan Marnudji, S. 2004. Penelitian Hukum Normatif- Suatu 
Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafi ndo Persada 

Soekanto, Soerjono. 2005 . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit 
Universitas Indonesia (UI Press) 

Soekanto, Soerj ono. 2007. Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Penegakan Hukum. 
Jakarta : RajaGrafindo 

Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, 
Universitas Airlangga, Surabaya, 1986 

Yulianto, Syahyu. Hukum Antidumping Di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia. 
2003. 

Penegakan hukum dalam lembaga antidumping di Indonesia
MARIANTO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Makalah, Kertas Kerja dan Jurnal 

Nasution, Bismar, Majalah Hukum Fakultas Hukum USU, Volume 8 No. 1, 
Medan, 2003. 

Irawady, Edy Putra. Pengenalan Ketentuan Anti Dumping Dalam Persfektif 
Persaingan Dagang Yang Wajar, Bidang Tuduhan, Tim Operasional Anti 
Dumping Komite Anti Dumping Indonesia, 1998, 

Rajagukguk, Erman. "Hukum Ekonomi Indonesia, Menjaga Persatuan Bangsa, 
Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial". Jurnal 
Hukum Bisnis 22/5. 2003. 

Juwana, Hikmahanto. Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi 
Negara Berkembang dan Negara Maju, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru 
Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Intemasional pada Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Depok, 10 November 200 I. 

Rencana, Stratejik Departemen Perdagangan periode tahun 2004 -2009. 

Sukarmi, Praktek Dumping Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, 
Makalah disampaikan pada acara Seminar : Implementasi Peraturan Anti 
dumping Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha Dan Perdagangan 
Internasional, diselenggarakan o leh Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, Surabaya, 21 Juni 2008 

Tambunan, Tulus. lmplikasi Dari G lobalisasi/Perdagangan Bebas Dunia Terhadap 
Ekonomi Nasional, 2005 

World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan 
Liberalisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Hubungan Perdagangan 
Multi lateral dan Regional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Rl. 
2003 

Perundang-undangan 

UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organ ization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia) 

UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 
1995 Tentang Kepabeanan 

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-dum ping dan 
Bea Masuk lmbalan 

Kepmenperindag No. 261 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung 
Subsid i 

Penegakan hukum dalam lembaga antidumping di Indonesia
MARIANTO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Kepmenperindag No. 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Nomor 
261/MPP/Kep/9/ 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan 
Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi 

Kepmenperindag No. 136/MPP/Kep/611996 tentang Pembentukan Komite Anti­
dumping Indonesia 

Kepmenperindag No.430/MPP/Kep/6/ 1996 tentang Pembentukan Komite Anti­
dumping Indonesia (KADI) dan Tim Operational Anti-dumping (TOAD) 

Sumber Internet 

Paket Juli 2004 World Trade Organization (WTO) dan lmplikasinya Terhadap 
Kebijakan Indonesia, www.ditjenkpi.go.id. 

KADI Akan Kaji Beberapa Komoditas lmpor Yang Naik Tajam, Kominfo -
Newsroom, 29 November 2007. 

Indonesia Kebanjiran Tuduhan Dumping, www.kapanlagi.com. 

Belasan Barang Hasil Industri Indonesia Rentan Dumping, www.kapanlagi.com. 

Penegakan hukum dalam lembaga antidumping di Indonesia
MARIANTO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


